- 6 -

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2015 

TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Bentuk Permohonan Perubahan Penanaman Modal

PERMOHONAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

Permohonan ini disampaikan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP PUSAT DI BKPM/BPMPTSP PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA/PTSP KPBPB/PTSP KEK)* untuk mendapatkan persetujuan perubahan atas rencana/realisasi penanaman modal yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Izin Prinsip/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan, dan seluruh perubahannya.

Nama Perusahaan 
:

Perizinan  yang akan diubah  
:
(diisi dengan nomor dan tanggal perizinan), sebagai berikut :

	KETENTUAN
	SEMULA 
	MENJADI 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*) pilih salah satu
Catatan :

· diisi dengan ketentuan yang akan diubah

· semula : adalah data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan yang dimiliki

· menjadi : adalah data ketentuan yang diinginkan perusahaan

Alasan perubahan : ......................
PERNYATAAN
Bahwa saya, nama 
: ……………………….,  dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT ..............................  dengan ini menyatakan :
1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal  ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :

a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,

b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data  yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan 

c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.
…………………………..,……….20……..

Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

……………….………………
Nama dan Jabatan Penandatangan


LAMPIRAN :

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan, dan seluruh perubahannya;

2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;

3. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, antara lain jika terjadi perubahan :

a. Nama Perusahaan, agar melampirkan :
1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); atau

2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris;
3) Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris (perubahan) dengan status diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b. Alamat perusahaan, agar melampirkan :
1) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan/atau
2) Perjanjian sewa-menyewa antara perusahaan dan pihak pengelola gedung;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar melampirkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru.
d. Bidang usaha dan jenis produksi, agar melampirkan rencana kegiatan :

1) untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail  uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;

2) untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;

e. Modal perseroan, agar melampirkan :

1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau

2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, atau

3) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;

f. Penyertaan dalam modal perseroan, agar melampirkan :

1) Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal perseroan, dalam bentuk : 

a) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau

b) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, atau

c) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
2) bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :

a) dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;

b) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa  berlaku paspor;
c) dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

d) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e) dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta  rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
3) kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak persetujuan/izin BKPM yang telah diaktakan dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM terakhir sampai dengan permohonan yang diajukan.
g. Nama badan hukum pemegang saham, agar melampirkan amandemen perubahan nama/certificate change of name atau sejenisnya. 

4. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
5. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
6. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
	No.
	Aspek
	Keterangan



	1.
	Nama perusahaan
	- Jika belum berbadan hukum Indonesia, diisi dengan nama perusahaan (tentatif) yang akan didirikan dan/atau telah diterima di dalam sistem administrasi badan hukum.

- Jika telah berbadan hukum Indonesia, diisi dengan nama perusahaan yang sesuai Akta Pendirian dan perubahannya dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. 



	2.
	Perizinan yang akan diubah
	Diisi dengan nomor dan tanggal perizinan yang dijadikan acuan sebagai perubahan.


	3.
	Kolom Ketentuan
	Diisi dengan ketentuan dari perizinan penanaman modal yang dimiliki dan akan diubah, antara lain :

a. Nama perusahaan;
b. NPWP;
c. Alamat korespondensi/perusahaan;
d. Lokasi proyek;
e. Bidang Usaha;
f. Produksi (jenis barang/jasa, KBLI, satuan, kapasitas, ekspor %);
g. Perkiraan nilai ekspor per tahun;
h. Rencana investasi;
i. Luas tanah;
j. Tenaga Kerja Indonesia;
k. Permodalan:
1) Sumber pembiayaan;
2) Modal perseroan;
3) Penyertaan dalam modal perseroan.
l. Nama badan hukum pemegang saham;
m. Rencana waktu penyelesaian proyek;
n. Fasilitas penanaman modal.


	4.
	Kolom Semula
	Diisi dengan data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam perizinan yang dimiliki.


	5.
	Kolom Menjadi
	Diisi dengan data ketentuan setelah terjadinya perubahan sesuai dengan data penunjang yang dipersyaratkan dalam Lampiran Formulir Permohonan Perubahan Penanaman Modal.



	6.
	Alasan perubahan
	Diisi dengan alasan yang wajar mengenai terjadinya perubahan data ketentuan yang tercantum dalam perizinan yang dimiliki.



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:


Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan; 


Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;


Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;


Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.
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